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ABSTRAK

: - Bahwa pengaturan untuk pemberian fasilitas Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah

belum diatur secara tetap sehingga diperlukan pengaturan yang bersifat multiyears dengan
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Penghasilan Ditanggung
Pemerintah atas Penghasilan dari Penghapusan secara Mutlak Piutang Negara Nonpokok
yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN No.4355),
UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), PP 14 Tahun 2005 (LN Tahun
2005 No.31, TLN No.4488) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP 35
Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No.201, TLN No.6119), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020
No.98), Permenkeu Rl 228/PMK.05/2010 (BN Tahun 2010 No.632) sebagaimana telah
diubah dengan Permenkeu RI 237/PMK.05/2011 (BN Tahun 2011 No.898), Permenkeu Rl
217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Untuk mendapatkan Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah, Perusahaan Daerah Air
Minum Tertentu menyampaikan permohonan kepada Dirjen Pajak paling lambat tanggal 15
November tahun pajak berikutnya setelah diperolehnya penghasilan. Dalam hal
permohonan disampaikan melebihi batas waktu, Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu
tidak dapat diberikan perlakuan Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah. Pelaporan dan
pertanggungjawaban pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah atas penghasilan dari
penghapusan secara mutlak piutang negara nonpokok yang diterima Perusahaan Daerah
Air Minum Tertentu dilaksanakan oleh Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan,
Direktorat Jenderal Pajak selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran atas belanja
subsidi Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah sesuai dengan PMK mengenai
mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pajak ditanggung Pemerintah.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. PMK 195/PMK.010/2016 (BN Tahun 2017 No.1943);

b. PMK 134/PMK.010/2017 (BN Tahun 2017 No.1400);

¢. PMK 36/PMK.010/2018 (BN Tahun 2018 Nomor 470); dan
d. PMK 95/PMK.010/2019 (BN Tahun 2019 No.681),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 21 September 2020 dan diundangkan pada
tanggal 24 September 2020.

- Lampiran halaman 10-14.



